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Abstract : The failure of politics and political
study to contribute the appropriate format im-
pacts any terribles in life. Any conflicts, vio-
lences, and even war are recognized as the
failure of politics. There for the growth of true
political systems is to reform the political life.
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ABSTRAK di atas merupakan penggalan pi-
dato yang disampaikan Presiden Republik In-
donesia Megawati Soekarnoputri ketika me-
nerima gelar Doktor Honoris Causa bidang
Ilmu Politik di Universitas Moscow, Rusia pa-
da 22 April 2003. Pidato yang berjudul Me-
nuju Suvatu Negara Multi-Etnik Modern vang
Lebih Adil dan Sejahtera itu menyajikan re-
fleksi pemikiran yang bernas tentang proses
pendirian dan pengelolaan negara plural
seperti Indonesia ini. Artikel ini bermaksud
memberi catatan kritis dan apresiatif terhadap
pidato yang me-narik tersebut. Indonesia
dikenal sebagai negara majemuk. Berbeda
dengan kemajemukan etnik yang terdapat di
negara-negara benua Eropa, Asia, atau
Afrika, kemajemukan emik di negara kepu-
lauan Indonesia terbilang unik dan hampir
tidak ada padanannya di dunia. Bangsa
Indonesia dihuni sekitar 200 juta jiwa, terdiri
atas 525 etnik, ' mendiami 17.508 buah
pulau, berbicara dalam ratusan dialek dan
menganut lima agama besar du-nia, memilih
bentuk negara kesatuan dengan sistem pe-
merintahan presidensiil. Bangsa-bangsa lain
dengan ukuran dan kompleksitas yang (ham-
pir) sama lazimnya memilih bentuk negara
federasi untuk menjamin persatuan dan
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kesatuan nasional sambil meme-
nuhi aspirasi dan kepentmgan
rakyatnya yang me]emuk itu.?

Dan, kondisi ini jugalah
vang kemudian menjadikan per-
soalan etnis di Indonesia akan se-
lalu menghadapi masalah besar.
Hal ini bisa dibaca dari terkon-
disikan dan terisolasinya wilayah
etnik di pulau-pulau atau di dara-
tan yang secara fisik dipisah-pi-
sah oleh pegunungan, sungai, da-
nau, dan laut. Isolasi fisik ini
mempengaruhi sikap sosial dan
menjadi faktor utama dari isolasi
mental, yang pada gilirannya da-
pat menghambat tumbuh dan
berkembangnya semangat ke-
bangsaan. Sebab, di saat sema-
ngat kebangsaan digemakan, se-
mangat kesukuan® acapkali mun-
cul mematahkan semangat ke-
bangsaan itu.

Baik dari segi kultur politik
maupun secara geopolitik, masa-
lah kemajemukan dan perbedaan
etnik dan etnisitas tersebut men-
jadi faktor konstan dalam kehidu-
pan politik Indonesia yang tidak
dapat diabaikan oleh kekuatan
sosial politik atau oleh pemerin-
tah sekalipun. Karena itu, pada
tahun 1951, dalam usaha mem-
buat lambang negara yang mam-
pu menunjukkan esensi bangsa
dan negara, dipilihlah sebuah se-
santi yang berasal dari masa lalu
Indonesia, yaitu Bhinneka Tung-
gal lka, walaupun berbeda-beda
namun tetap satu jua. Pemilihan
sesanti ini tak lain untuk meng-
cover gejolak etnisitas dalam
bingkai persatuan dan kesatuan.
Terkait kemajemukan bangsa In-
donesia, Presiden Megawati da-
lam pidatonya menyatakan:
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Khusus bagi bangsa yang ber-
masyarakat majemuk seperti
bangsa Indonesia, di mana
terdapat lebih dari 300 etnik
vang berbeda-beda ras, aga-
ma, adat, tradisi, serta kebu-
dayaannya, masalah politik
dan ilmu politik ini bukan sa-
ja penting, tetapi juga teramat
vital. Keberhasilan atau kega-
galan politik serta ilmu politik
dalam menangani kemajemu-
kan masyarakat Indonesia,
bukan saja akan menyebab-
kan berkepanjangannya kon-
flik horisontal antara sesama
warga masyarakat, tetapi juga
dapat menyebabkan semakin
maraknya kekecewaan rak-
yat, yang jika tidak ditangani
dengan baik, arif, serta bijak-
sana, cepat atau lambat akan
menyebabkan terjadinya dis-
integrasi dari negara nasional
vang telah didirikan dengan
perjuangan yang sangat pan-
jang. Lebih dari itu, timbul-
nya konflik juga akan sema-
kin menjauhkan perwujudan
suatu masyarakat adil dan
makmur yang menjadi moti-
vasi utama dari perjuangan
kemerdekaan yang berawal
hampir satu abad yang lalu.

Etnik dan Etnisitas

Etnik adalah suatu komu-
nitas antropologis yang terdiri
atas mereka yang merasa seketu-
runan dan lazimnya mempunyai
sejarah, tradisi, dan kebudayaan
yang sama dengan ciri-ciri khas
yang umumnya berbeda dengan
etnik lain. Mereka bertekad untuk
memelihara jati diri serta identitas
khasnya itu. Lazimnya, setiap et-
nik mempunyai suatu kampung
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halaman tradisional (homeland)
vang keberadaannya mempunyai
akar sejarah yang amat kuat.*
Secara sosiologis, kewargaan et-
nik pada dasarnya bukanlah ber-
sifat acquired status tapi lebih
bersifat ascribed status.® Yakni su-
atu atribut sosial yang melekat
erat dengan diri pribadi seseo-
rang karena asal muasalnya, baik
secara fisik maupun secara sosial.

Pengalaman menunjukkan
bahwa hal-hal yang bersifat abs-
trak dan universal, seperti agama,
ideologi, atau filsafat politik, yang
sesungguhnya berpotensi untuk
membangun kehidupan nasional
vang bersifat lintas etnik, bahkan
bersifat supra etnik, dalam kehi-
dupan nyata akan tetap menjadi
satu dengan eksistensi suatu et-
nik, berikut segala varian lokal-
nya. Oleh karena itu, lebih dari
sekedar atribut sosial, kewargaan
etnik akan menjadi identitas pri-
badi yang dibawa seseorang se-
jak lahir sampai mati.

Sebagai komunitas antro-
pologis, pada dasarnya etnik ber-
sifat apolitis, dalam arti secara
politik netral.Oleh karena itu me-
reka dapat hidup di bawah keku-
asaan negara dan pemerintahan
apapun juga. Dari segi historis,
sejarah mereka bisa sudah sangat

tua, bahkan jauh lebih tua dari

negara atau kesadaran kebang-
saan itu sendiri.* Sedangkan etni-
sitas, meskipun subjeknya sama,
lebih berkenaan dengan dimensi
politik dan yuridis dari eksistensi
etnik tersebut. Hal ini memung-
kinkan secara teoritikal dapat ter-
jadi bahwa meskipun secara de
facto eksistensi sebuah etnik dia-
kui, namun secara de jure kebe-
radaan mereka tidak terlihat, baik
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dalam sistem politik maupun sis-
tem hukum. Hal ini sebagaimana
dialami suku Kurdi yang home-
landnya terletak di perbatasan
wilayah Iran dan Irak. Kedua ne-
gara yang sering bermusuhan ter-
sebut merasa terancam dengan
integritas wilayah dan keamanan-
nya jika memberikan pengakuan
formal terhadap suku ini. Olah
karena itu, tidak jarang mereka
bekerja sama untuk menindas su-
ku Kurdi tersebut.’

Suatu bangsa yang masya-
rakatnya bersifat multi etnik, mau
tidak mau, etnisitas mempunyai
implikasi yang mendasar dan luas
dalam segala bidang, baik sosial,
ekonomi, maupun politik. Dalam
bidang sosial, masyarakat multi
etnik menghadapi kenyataan
identifikasi seseorang atas dasar
etnis yang mengalir dalam diri-
nya. ldentifikasi ini acap kali
menggiring pada prasangka dan
stereofype sosial. Di bidang eko-
nomi, persaingan untuk mempe-
roleh bagian dari sumber daya
ekonomi juga diwarnai oleh kesa-
daran tentang perbedaan etnik
tersebut. Hal ini bisa dilihat dari
persoalan yang muncul dalam bi-
dang pertanian dan pertamba-
ngan yang terkait erat dengan
masalah hak kepemilikan kolektif
atas tanah yang kerap diwarnai
dengan konflik horisontal antar
etnik. Di bidang poltik, kewarga-
an etnik sering berubah menjadi
liability yang pada gilirannya ber-
ujung pada diskriminasi politik.

Dalam konteks kemajemu-
kan etnik, hal yang juga perlu
diamati adalah besarnya penga-
ruh interaksi antar budaya politik
etnik yang cenderung elitis dan
paternalistik. Budaya politik se-
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perti ini tentunya membutuhkan
perhatian yang serius dari peme-
rintah. Sebab ketika dibiarkan be-
gitu saja bisa menjelma menjadi
konflik etnis yang akut. Sejarah
politik nasional Indonesia menun-
jukkan bagaimana pola budaya
tersebut menjadi persoalan yang
selalu menggelayuti perjalanan
bangsa ini.

Budaya politik elitis dan
paternalistik kerap diidentikkan
dengan suku Jawa dan Madura,
sedang budaya politk populis
dan egalitarian disematkan pada
suku luar Jawa. Pada gilirannya,
identifikasi ini memicu timbulnya
isu pusat dan daerah serta masa-
lah Jawa dan luar Jawa. Dan,
kita tahu, sampai saat ini, isu ini
menjadi tema-tema standard da-
lam kehidupan politik Indonesia.
Mulai dari aktivitas suprastruktur
politik sampai kegiatan partai po-
litk serta lembaga swadaya ma-
syarakat yang berada pada tata-
ran infrastruktur politik. Kondisi
ini pada akhimya berpengaruh
pada integritas dan komitmen
nasional yang telah dirumuskan.

Masalah pelik ini tentunya
sangat menyita perhatian dari se-
mua pihak, terutama pemerintah.
Dan hanya tekad yang kuat serta
suasana saling mempercayai di
kalangan para pemimpin dan di-
bangun secara sadar serta diwu-
judkan dengan konsisten yang
dapat dijadikan landasan untuk
mengelola bangsa multi etnik ini.
Proses perkembangan kesadaran
kebangsaan dan pembentukan
negara kebangsaan Republik In-
donesia umumnya didasarkan
atas asumsi bahwa kesadaran et-
nik harus ditinggalkan karena
membangun potensi kerawanan
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bahkan ancaman. Namun demi-
kian, tidaklah mudah untuk me-
laksanakan doktrin berdasarkan
asumsi seperti di atas. Tak ja-
rang, warga etnik yang merasa
jati diri serta eksistensinya teran-
cam secara perlahan mengem-
bangkan self-defense mechanism
dari bentuk yang paling lunak
seperti menjaga jarak dan meme-
lihara perbedaan, sampai bentuk
yang paling ekstrim dalam wujud
gerakan separatis.®
Tentang kerumitan persoa-
lan etnik dan etnisitas ini, Pre-
siden Megawati membuat kesim-
pulan menarik:
Ringkasnya, secara teoritik
mungkin dapat disimpulkan
bahwa sesungguhnya adalah
hampir mustahil-bahkan me-
rupakan suatu mission impos-
sible--untuk membangun sua-
tu bangsa baru yang andal
dari demikian banyak etnik di
Indonesia, yang mempunyai
latar belakang yang beraneka
ragam tersebut.Sebabnya an-
tara lain, adalah sangat mi-
nimnya collective memory
vang dapat dijadikan landa-
san filsafat politik, ideologi,
serta kehendak bersama,
yang demikian penting bagi
terwujudnya suatu bangsa
dan negara nasional. Masalah
ini akan semakin sulit jika da-
lam sejarah interaksi antar-
etnik yang panjang, pernah
terjadi konflik-bahkan pepe-
rangan— di antara mereka,
vang lazim akan terkristalisasi
dalam folklore yang akan di-
kisahkan secara turun temu-
run.
Sejarah pembangunan bangsa In-
donesia merupakan cermin yang
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pas untuk mendeskripsikan kon-
disi di atas. Pada awal perumu-
san dasar bangsa, banyak perde-
batan sengit muncul yang ber-
kisar pada persoalan etnik dan
etnisitas. Sampai akhirnya, dia-
wali dari gerakan kebangsaan
vang dimotori kaum terpelajar
muda Indonesia pada abad ke-
20. Mereka mengembangkan pe-
mikiran dengan cakrawala yang
luas dan bersifat supra-etnik da-
lam melihat postur tubuh bangsa
Indonesia. Kemudian mereka me-
nemukan, mengembangkan, ser-
ta mensosialisasikan wawasan ke-
bangsaan yang tersebut kepada
seluruh rakyat dan pengikutnya.

Pancasila Sebagai Pemersatu

Sejarah nasional, secara
empirik menunjukkan banyak-
nya tantangan mendasar yang
dihadapi oleh para nation and
state builders di Indonesia sejak
awal abad ke- 20, Pada satu sisi,
mereka harus menjawab per-
tanyaan bagaimanakah caranya
menghapuskan sisa pengaruh sis-
tem kolonial dan imperial yang
telah melembaga dalam sistem
hukum dan harus diberlakukan
dalam masa transisi tadi. Pada
sisi yang lain, bagaimana caranya
menumbuhkan solidaritas nasio-
nal dari demikian banyak etnik
vang tersebar di seluruh daerah
sehingga dapat menjadi fondasi
bersama.

Mohammad Hatta, sebagai
salah satu founding fathers bang-
sa ini, mangatakan bahwa lang-
kah awal yang diambil dalam
dasawarsa 1920-an adalah de-
ngan membangun suatu prinsip
perjuangan kemerdekan, dengan
cara membalikkan seluruh visi
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dan strategi yang pernah digu-
nakan oleh kaum kolonialis dan
imperialis dari benua Eropa. Ke-
majemukan etnik secara sadar
ditolak serta ditinggalkan karena
ternyata sangat rentan terhadap
adu domba fihak luar, dan di-
ganti dengan semangat kebang-
saan yang dipahami secara amat
linier. Strategi devide et impera
dihadapi dengan semangat per-
satuan dan kesatuan dalam arti
vang hampir amat monolitik.’
Tentang perilaku kolonial
yang menggunakan sentimen et-
nis untuk melanggengkan koloni-
alismenya, Presiden Megawati
menyajikan paparan menarik:
selain berusaha mencatat
dan meneliti secara menda-
lam karakteristik etnik-etnik
vang ada, mereka juga
“menghasilkan” strategi kolo-
nial yang sangat ampuh un-
tuk memecah belah dan me-
ngadudomba berbagai etnik
Indonesia. Inilah yang sela-
ma ini kami kenal sebagai
devide et impera.
Strategi ini dilanjutkan oleh
bangsa Belanda - yang se-
cara bertahap dan berlanjut
selama ratusan tahun menja-
di “pewaris” kolonialisme
dan imperialisme Portugis
dan Spanyol di Indonesia --
vang bukan saja mampu me-
ningkatkannya ke taraf yang
lebih canggih, dengan duku-
ngan ilmu etnologi serta ilmu
hukum adat, tetapi juga me-
nyusun suatu tatanan kene-
garaan yang sepenuhnya di-
dasarkan pada perbedaan
ras, etnik, dan agama.
Keseluruhan sistem kenega-
raan, sistem pemerintahan
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dan sistem hukum kolonial
yang dimasa lalu diterapkan
di Indonesia, didasarkan pa-
da konsep rasialis ini. Sistem
tersebut membedakan secara
tajam antara orang Eropa,
orang Timur Asing, dan ka-
um Bumiputera. Kombinasi
antara ilmu etnologi, strategi
devide et impera dan sistem
kenegaraan yang sangat dis-
kriminatif tersebut benar-be-
nar ampuh, efektif, dan efi-
sien untuk menguasai selu-
ruh etnik di Indonesia dalam
waktu yang panjang.
“Warisan” sistem kolonial
dan imperial tersebut memili-
ki pengaruh dan dampak
yang luar biasa dalam kehi-
dupan masyarakat, bangsa,
dan negara di Indonesia.
Sampai saat inipun, masih
banyak sisa-sisa kebijakan,
strategi, dan sistem tersebut
yvang harus kami bersihkan
dari sistem nasional yang
sedang kami bangun. Seka-
rang, disamping hukum tran-
sitoir yang mengharuskan di-
berlakukannya peraturan
perundang-undangan yang
lama sepanjang belum dapat
disusun  peraturan perun-
dang-undangan yang baru,
kami juga menghadapi ke-
majemukan etnik dari bangsa
kami. Semua itu merupakan
persoalan yang tidak ringan,
khususnya dalam memba-
ngun konsensus-konsensus
nasional yang diperlukan un-
tuk membangun sistem hu-
kum nasional yang mempu-
nyai legitimasi sosial yang
kuat.
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Sedangkan Soekarno mengge-
napkan dan memberi isi terhadap
rintisan generasi sezamannya itu,
dengan mencari dan mengem-
bangkan suatu kerangka filsafat
politik yang lebih mendasar, de-
ngan menampilkan persamaan
nilai-nilai kultural yang terdapat
dalam masyarakat Indonesia
yang demikian majemuk itu. Ke-
rangka filsafat ini yang kemudian
kita kenal sebagai Pancasila yang
terdiri atas lima sila utama yakni:
pengakuan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa; pengakuan terhadap
kemanusiaan yang adil dan ber-
adab; persatuan Indonesia; ke-
rakyatan yang dipimpin oleh hik-
mat kebijaksanaan dalam permu-
syawaratan perwakilan; keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indo-
nesia.

Sebagai kerangka filsafat
politik, Pancasila pernah menuai
pertanyaan serius. Yakni apakah
pemikiran tentang Pancasila me-
mang sudah cukup mendalam
dan cukup berkembang secara
koheren dan konsisten sehingga
layak untuk diberi predikat filsafat
politik. Hal ini didasarkan pada
kenyataan bahwa Soekarno se-
bagai penggali Pancasila belum
pernah berkesempatan menuang-
kan pemikirannya secara filosofis
meski setelah tahun 1945 itu ia
permnah dua kali mengulas lebih
lanjut pemikirannya dalam kursus
resmi mengenai Pancasila.' Na-
mun ‘kerentanan’ pemikiran Soe-
karno pada pengaruh situasi
sesaat tersebut tidak mengecilkan
makna sumbangannya terhadap
eksistensi negara Republik Indo-
nesia. Sumbangannya yang akan
bersifat abadi terhadap Indonesia
adalah anjurannya yang diterima
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dengan gegap gempita pada 1
Juni 1945 kepada BPUPKI untuk
menerima lima sila tersebut seba-
gai dasar negara. Juga kepemim-
pinannya dalam merumuskan
Pembukaan UUD 1945 dan Pro-
klamasi Kemerdekaan yang diba-
cakannya pada 17 Agustus
1945."

Pancasila ini dirumuskan
dengan harapan mampu mewa-
dahi semangat religiusitas dan
humanisme yang terdapat dalam
semua agama. dJuga manjadi
tempat yang kukuh bagi tekad
untuk bersatu dengan tetap
menghormati keragaman budaya
politik etnik yang egalitarian dan

vang selanjutnya da-
pat diarahkan secara terencana
untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat Indo-
nesia. Sampai di sini, Pancasila
merupakan kontrak sosial nasio-
nal antara pemenntah dan ma-

founding fathers ini tentunya sa-
ngat berharga. Mengingat, bagai-
manapun juga, tentunya bukan
hal yang gampang untuk meng-
gali dan merumuskan landasan
filsafat yang tepat bagi bangsa
dengan masyarakat majemuk.
Apalagi menumbuhkan sistem
kenegaraan, sistem pemerinta-
han, serta sistem politik yang an-
dal dan sesuai dengan landasan
filsafat tadi. Merumuskan dan
mengkristalisasikan landasan fil-
safat politik dari sistem nilai yang
dianut pada dasarnya merupakan
kegiatan teoritisasi dari fakta em-
pirik. Sedangkan menumbuhkan
sistem kenegaraan, sistem peme-
rintahan serta sistem politik yang
sesuai dengan kemajemukan ma-
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syarakat merupakan kegiatan ins-
titusional politk yang mencakup
masalah kepemimpinan serta ma-
salah administrasi dan manaje-
men pemerintahan yang terkait
dengannya.

Dalam perkembangannya
dewasa ini, agaknya sila-sila
Pancasila perlu dipahami sebagai
lima aksioma politk yang dite-
rima sebagai dalil yang tidak me-
merlukan rincian lebih lanjut.
Yang mungkin masih diperlukan
adalah mencari kerangka pemiki-
ran dasar yang dapat memberi-
kan makna yang lebih utuh ke-
pada lima aksioma politik se-
hingga dapat dipahami secara
komprehensif, bukan sebagai li-
ma konsep yang terlepas-lepas
dan tidak ada kaitannya satu
sama lain.

Pada aras ini, maka esensi
Pancasila adalah sebagai aksio-
ma politik nasionalisme Indone-
sia. Nasionalisme dalam konteks
ini bukanlah suatu filsafat dalam
artian yang lazim dipahami. Na-
sionalisme adalah suatu sema-
ngat, suatu tekad, dan suatu aksi
politik, suatu das sollen. Sejatinya
Pancasila adalah nasionalisme,
vaitu faham yang berpendirian
bahwa semua orang yang ber-
keinginan membentuk masa de-
pan bersama di bawah lindungan
suatu negara tanpa membedakan
suku, ras, agama, ataupun go-
longan.'? Pidato Presiden Mega-
wati memberi catatan tersendiri
tentang lima sila kita itu:

Di dalamnya bukan saja telah
dapat diwadahi semangat re-
ligiusitas dan humanisme
yang terdapat dalam semua
agama yang dianut rakyat
Indonesia, tetapi juga ada
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tempat yang kukuh bagi
tekad untuk bersatu, dengan
tetap menghormati keraga-
man budaya politikk etnik
vang egalitarian dan pater-
nalistik, yang selanjutnya da-
pat diarahkan secara teren-
cana untuk mewujudkan ke-
sejahteraan sosial bagi selu-
ruh rakyat Indonesia. Lima
dasar yang disambut secara
rivh rendah itulah yang se-
sungguhnya merupakan kon-
trak politik nasional kami,
vang kemudian dicantumkan
dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945.

Menuju Negara Multi Etnik
Modern

Meski demikian, pada ting-
kat praksis, etnik dan etnisitas se-
lalu berpotensi menjadi konflik
laten yang mesti dipikirkan secara
serius. Begitu rumitnya persoalan
etnik dan etnisitas yang dihadapi
oleh bangsa Indonesia, maka,
mau tidak mau bangsa ini di-
hadapkan pada masalah bagai-
mana manata (kembali) bangu-
nan kebangsaan ke depan. Yakni
sebuah negara multiemik® mo-
dern yang mampu mengatasi ser-
ta mengelola kemajemukan etik
dan etnisitas dengan adil dan se-
jahtera. Dalam konteks ini, ge-
rakan reformasi 1998 merupakan
peluang yang harus dimanfaat-

untuk menata dan mendaur
ulang kembali kebangsaan Indo-
nesia. Bukan hanya merenung-
kan kembali sejarah nasional di
masa lampau tapi juga untuk ber-
sepakat dan membincangkan
kembali secara mendasar pola
kehidupan nasional untuk masa
mendatang. Inilah yang menjadi
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salah satu sebab mengapa In-
donesia terlihat ‘lamban’ dalam
menangani krisis multidimensi
dan krisi ekonomi yang melillit
bangsa.

Sebagai realisasi dari upa-
ya menuju negara multietnik mo-
dern ini, setelah melalui proses
dan mekanisme yang ditentukan,
dasar-dasar konsensus nasional
vang baru mengenai tatanan ma-
sa depan Indonesia sudah dapat
disepakati melalui amandemen
Undang-Undang Dasar 1945, Fil-
safat polittk dan tatanan kene-
garaan yang dirancang para pen-
diri negara dipandang masih te-
tap relevan dengan kebutuhan
bangsa dan negara. Karenanya
tetap dipertahankan dengan me-
ngoreksi dan menyempurnakan
bagian-bagian yang selama ini
dipandang rentan disalahguna-
kan.

Pancasila yang selama ini
lebih diperlakukan sekedar seba-
gai filsafat dan ideologi belaka
mulai dijabarkan secara yuridis
konstitusional. Di antaranya de-
ngan mencantumkan kebih ba-
nyak pasal-pasal hak asasi ma-
nusia dalam Undang-Undang Da-
sar 1945 yang mencakup baik
hak sipil dan politik maupun hak
ekonomi, sosial, dan budaya. Pa-
sal-pasal hak asasi manusia da-
lam konstitusi ini selanjutnya di-
jadikan rujukan bagi penyusunan
berbagai undang-undang organik
vang memberi tempat bagi ke-
majemukan masyarakat Indone-
sia dari segi etnik.

Tatanan negara kesatuan
yang selama ini dilaksanakan se-
cara sentralisasi telah dibenahi
secara mendasar. Kekuasaan pe-
merintah pusat, khususnya ke-
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kuasaan presiden telah banyak
dikurangi. Aspirasi dan kepen-
tingan daerah-daerah yang sela-
ma ini ter(di)abaikan mendapat
wadahnya yang tepat dengan se-
gera dibentuknya lembaga nega-
ra yang baru, yaitu Dewan Per-
wakilan Daerah (DPD), yang ber-
sama-sama dengan Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) akan men-
jadi Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR).

Selanjutnya, daerah-dae-
rah otonom, baik propinsi, kabu-
paten, maupun kota, mendapat
tugas dan wewenang yang luas
untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Tugas
dan wewenang ini diiringi dengan
~ kewenangan budgeter untuk me-
manfaatkan sebagian besar sum-
ber daya ekonomi yang terdapat
di daerah yang bersangkutan.

Namun demikian, tatanan
otonomi baru ini ternyata juga
menimbulkan persoalan .
Yakni munculnya isu kesenja-
ngan menyolok antara daerah-
daerah yang kaya dengan sum-
ber daya alam dengan daerah-
daerah yang miskin sumber daya
alam. Di samping itu, muncul ju-
ga gejala penyalahgunaan wewe-
nang oleh politisi dalam Dewan
Perwakilan Rakyat  Daerah
(DPRD) yang mempunyai kekua-
saan besar untuk menentukan
anggaran DPRD-nya sendiri. Sis-
tem pemerintahan presidensiil ju-
ga mendapatkan pembenahan
kembali secara mendasar. Di an-
taranya adalah pemilihan presi-
den secara langsung yang mulai
dilaksanakan pada Pemilihan
Umum (Pemilu) 2004. Setelah
sebelumnya presiden dipilih se-
cara tidak langsung melalui ba-
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dan perwakilan. Walaupun seca-
ra konstitusional pemilihan secara
tidak langsung juga sah, penga-
laman lima tahun terakhir me-
nunjukkan bahwa presiden yang
terpilih secara formal melalui me-
kanisme tersebut tidak mempe-
roleh legitimasi sosial dan politik
secara efektif. Khususnya bila
presiden tidak berasal dari atau
tidak didukung partai politik pe-
menang Pemilu.

Dari segi pluralitas etnik
para pemilih, pemilihan presiden
secara langsung sangat menarik
karena, mau tidak mau, untuk
memperoleh legitimasi politik,
secara pribadi, seorang calon pre-
siden harus didukung oleh seba-
gian besar rakyat Indonesia. Mes-
kipun partai politik yang menca-
lonkannya belum tentu memiliki
akar yang kuat di daerah Indo-
nesia yang sangat luas itu.

Konsep negara multietnik
modern ini diharapkan mampu
menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Juga mampu mengelola
kemajemukan etnik dan etnisitas
yang sarat muatan konflik dalam
bingkai keutuhan bangsa ke de-
pan. Namun, betapapun juga,
lambat laun konsep ini segera
mendapat ujian dan tantangan
yang berarti. Apakah konsep ini
cukup ampuh untuk manahan
gempuran persoalan etnik dan et-
nisitas yang mewujud dalam se-
gala bidang kehidupan berbangsa
atau justru colfaps di tengah ja-
lan. Karena itu, kesadaran dari
semua pihak sangat dibutuhkan
guna mendorong terealisasinya
negara multietnik modern ini. Se-
hingga kesejahteraan sosial da-
lam kemajemukan sebagaimana
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diidamkan selama ini dapat ter-
capai. Semoga.
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